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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Kajian Teoritis
Kebijakan memiliki bermacam-macam definisi, dengan demikian perlu dipahami terlebih dahulu batasan yang jelas tentang kebijakan. Secara etimologis, kata kebijakan pemerintah berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yaitu: “policy” dan “public”. Mengenai istilah policy, sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli,karena sebagian dari para ahli menterjemahkan policy sebagai kebijakan dan sebagian lagi menterjemahkan sebagai kebijaksanaan.

Dibawah ini penulis uraikan pengertian kebijaksanaan dan kebijakan menurut para ahli yaitu:

1. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt seperti dikutip jones, (Ed. Budiman, 1994:47) mengartikan kebijakan adalah: “Keputusan  tepat yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”
2. Carl J.Friedrick (dalam Islamy, 1997:17), mendefinisikan kebijaksanaan sebagai berikut:

…a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose. (…serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan dalam pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).

Dalam penelitian ini, penulis mengartikan policy sebagai kebijakan dengan alasan kata kebijakan lebih luas daripada kebijaksanaan; kebijakan lebih menitikberatkan kepada keputusan-keputusan yang mempunyai dampak positif maupun negative sementara kebijaksanaan lebih menitikberatkan kepada kearifan seseorang.

3. Hoogerwerf (1983:7), mengartikan kebijaksanaan adalah: “sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu.”

Sedangkan kata public berasal dari bahasa Belanda, “publiek” berarti “orang banyak, para penonton, atau para pengunjung, bukan rahasia, untuk umum, terbuka, kepunyaan Negara atau pemerintah (Pusat atau Daerah)”. Dengan demikian istilah public dapat diartikan sebagai “umum, rakyat, Negara atau pemerintah”.

Dalam penelitian ini, penulis mengartikan public  sebagai pemerintah. Hal ini mengacu kepada pendapat Thomas R. Dye (dalam Islamy,  1997:18) yang mendefinisikan kebijakan Negara sebagai “is whatever government choose to do or not to do. (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan)”.

Kata pemerintah dalam istilah Kebijakan Pemrintah menunjukan prilaku atau actor dari pembuat kebijakan tersebut. Selaras dengan pengertian tersebut, Hoogerwerv (1983:9) menjelaskan pengertian kebijaksanaan pemerintah sebagai: “…Kebijaksanaan para aktor dan golongan tertentu, yaitu pejabat-pejabat pemerintah dan instansi-instansi pemerintah”.

Membuat atau merumuskan suatu kebijakan pemerintah bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah, hal ini disebabkan terdapat banyak faktor yang terlibat didalamnya. Islamy (1997:78-119) mengemukakan ada 6 (enam) langkah dalam proses perumusan kebijaksanaan Negara, yaitu:

1. Perumusan masalah kebijaksanaan Negara.

2. Penyusunan agenda pemerintah.

3. Perumusan usulan kebijaksanaan Negara.

4. Pengesahan kebijaksanaan Negara.

5. Pelaksanaan kebijaksanaan Negara.

6. Penilain kebijaksanaan Negara.

Dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan perlu suatu tindak lanjut dari kebijakan tersebut yaitu adanya tindakan pelaksanaan. Tahap pelaksanaan adalah mutlak diperlukan bagi suatu kebijakan yang telah dirumuskan, tanpa adanya pelaksanaan kebijakan adalah tidak ada gunanya atau sia-sia. Dalam hal ini Jones (dalam Budiman (ed), 1994:206) mengartikan pelaksanaan kebijakan sebagai: “suatu tindaskan yang dimaksud untuk mengoperasikan program”.

Penggunaan Lahan Parkir  merupakan  sebuah permasalahan yang serius yang harus mendapat perhatian ekstra dari pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kota Bandung.  perlu dilakukan penataan pengaturan penggunaan lahan parkir. Dalam kebijakan pemerintah terdapat tingkatan yaitu tingkat strategis dalam bentuk Undang-Undang sampai dengan tingkatan  yang paling bawah dalam bentuk petunjuk teknis operasional. Seperti yang dijelaskan menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Tachjan, 2006:17): 
“Membagi kebijakan publik kedalam lingkup Nasional dan kedalam lingkup Wilayah/Daerah. Disetiap lingkup kebijakan publik tersebut terdapat kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan ddan kebijakan teknis. Dalam lingkup Wilayah/Daerah, bentuk-bentuk kebijakannya dikaitkan dengan penyelenggaraan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan”.  
George Edward III (dalam Winarno, 2002:125) Mengemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan variabel-variabel pelakasanaan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: 
1. Komunikasi memegang peranan penting dalam proses kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity). Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanankan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif.
2. Sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan public
3. Kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini adanya lingkungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur birokrasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting terhadap implementasi. Salah satu dari aspek-aspek structural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya ( Standard Operating Prosedur, SOP). Prosedur-prosedur biasa ini dalam menanggulangi dalam keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga myeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas  yang besar dan fragmentasi organisasi adalah struktur organisasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan.
Tidak tercapainya tujuan kebijakan antara lain disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam penelitian  ini, peneliti mendasarkan pada teori yang ditemukan oleh George Edward III, dengan alasan akademis dimana teori tersebut menurut peneliti lebih lengkap karena teori tersebut berbicara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.  Sedangkan alasan praktisnya adalah adanya keterbatasan yang dimiliki peneliti baik menyangkut waktu, tenaga dan dana yang dipunyai peneliti. 


Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Penggunaan lahan parkir di Kota Bandung, maka perlu peneliti uraikan tentang pengertian lahan  parkir. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan dalam (BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 32) yaitu: “tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan/atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir.”
2.1.1 Asumsi
Dari uraian-uraian tersebut, peneliti mengemukakan asumsi sebagai berikut:
1. Kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor/pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam urutan waktu tertentu.

2. implementasi kebijakan didasarkan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:
a. Komunikasi
b. Sumber-sumber.
c. Kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana
d. Struktur Organisasi
3. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan/atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir.
2.1.2 Operasionalisasi Variabel
Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dari anggapan dasar tersebut peneliti menjabarkannya kedalam definisi operasional, menurut Riduwan (2004:222), “Definisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberikan petunjuk bagaimana variabel itu diukur”.  Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Penggunaan Lahan Parkir Di Kota Bandung. Penggunaan Lahan Parkir di Kota Bandung, dengan dimensi Komunikasi Sumber-sumber, Kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana, Struktur Organisasi. yang meliputi: 
1. Komunikasi
a. Pelaksana mengetahui apa yang harus mereka lakukan 
b. Komunikasi harus akurat dan dimengerti
c. Pemberian perintah harus jelas dan konsisten
2. Sumber-sumber
a. Sumber daya aparat yang berkualitas sesuai dengan jenjang pendidikan
b. keahlian sesuai dengan kewenangan dan bidangnya
c. Fasilitas-fasilitas penunjang operasional kebijakan
3. Kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana
a. Sikap jujur dalam menjalankan kebijakan
b. Luwes dan ramah dalam menjalankan kebijakan
4. Struktur Birokrasi
a. Kejelasan tugas dan fungsi pelasnan kebijakan sesuai surat perintah
b. Kejelasan prosedur kerja berdasarka Standard Operating Procedures (SOP)

Secara sederhana definisi operasional tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.1 Matriks operasonalisasi Variabel
	NO
	Variabel 
	Dimensi
	Indikator
	No item pertanyaan

	1`
	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Penggunaan lahan parkir di Kota Bandung
	Komunikasi
	Pelaksana mengetahui apa yang harus mereka lakukan
	1

	
	
	
	Komunikasi harus akurat dan dimengerti
	2

	
	
	
	Pemberian perintah harus jelas dan konsisten
	3-4

	
	
	Sumber-sumber
	Sumber daya aparat yang berkualitas sesuai dengan jenjang pendidikan
	5

	
	
	
	keahlian sesuai dengan kewenangan dan bidangnya
	6

	
	
	
	Fasilitas-fasilitas penunjang operasional kebijakan
	7

	
	
	Kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana
	Sikap jujur dalam menjalankan kebijakan
	8-9

	
	
	
	Luwes dan ramah dalam menjalankan kebijakan
	10-11

	
	
	Struktur Birokrasi
	Kejelasan tugas dan fungsi pelkasnan kebijakan sesuai surat perintah
	12

	
	
	
	Kejelasan prosedur kerja berdasarka Standard Operating Procedures (SOP)
	13


Sumber: Olah Data Peneliti, 2013
2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1 Kebijakan Pemerintah

Secara etimologis, kata kebijakan pemerintah barasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu: “policy” dan “publik”. Mengenai istilah policy, sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli, karena sebagian dari para ahli menterjemahkan policy sebagai kebijakan dan sebagian lagi sebagai kebijaksanaan.


Beberapa pengertian kebijaksanaan dan kebijakan dikemukakan oleh beberapa para ahli, antara laian:

1. Hoogerwerf (1983:7) mengartikan kebijaksanaan adalah:

“sebagai usaha mencapai  tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu”.
2. Carl J. Friedrick (dalam Islami,1997:17), mendefinisikan kebujaksanaan sebagai:

...a proposed course of action of a person, group, or government within a given envorontment providing obstracles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose. ( ...serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).
3. James E. Anderson (dalam Islami,1997:17), mengemukakan pengertian kebijakan adalah: 

A purposive course of fillowed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of conceren (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dirasakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).
4. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt seperti dikutip Jones (1996:17), mengartikan kebijakan adalah: “Keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.

Dari beberapa pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan  merupakan suatu rencana, sikap, perbuatan, himpunan keputusan dan tindakan serta pengawasan yang terorganisir untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau lembaga yang merumuskan atau melaksanakan suatu kebijakan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. 
2.2.2 Pengertian Kebijakan pemerintah

Kata kebijakan  sering dikaitkan dengan kata pemerintah sehingga menimbulan pengertian baru yaitu kebijakan pemerintah. Pengertian kebijakan pemerintah menurut Wahab (1997:13) mengemukakan bahwa: “Kebijaksanaan Pemerintah terdiri dari serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu Pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu untuk mencapai tujuan tersebut teutama dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau dekrit-dekrit pemerintah”.
Kebijakan Pemerintah merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh actor politik untuk tujuan yang telah dipilih dalam batas-batas kewenangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Jenkins (dalam Wahab, 1997:14) menjelaskan yaitu:
“A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should in principle, be within the power of these actors to achieve (Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seseorang actor politik atau sekelompok actor politik berkenan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masi berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.) “
2.2.3 Proses Perumusan Kebijakan Pemerintah
Merumuskan suatu kebijakan Negara bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah, karena terdapat banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan Negara tersebut. Suatu kebijakan Negara dibuat untuk kepentingan politis (misalnya guna mempertahankan status quo pembuat keputusan) tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Charles O (dalam Budiman (ed), 1996:20-21)  memberikan penjelasan bahwa proses perumusan kebijakan pemerintah terdiri dari 11 kegiatan meliputi:
1. Persepsi atau definisi

Apa yang menjadi permaasalahan pada saat proposal diajukan?
2. Agregasi 

Berapa banyak orang yang berpikir bahwa hal itu merupakan persoalan penting? 

3. Organisasi

Bagaimana orang-orang tersebut diorganisasikan

4. Representasi

Bagaimana memelihara bagi akses pembuat keputusan?

5. Penyusunan agenda 

Bagaimana status agenda didapat?

6. Formulasi

Siapa yang mengusulkan solusi? Siapa yang mengembangkan dan bagaimana?

7. Legitimasi 

Siapa yang mendukung dan bagaimana dukungan mayoritas diperthankan?

8. Penganggaran

Berapa banyak uang yang disediakan? Apakah dirasakan cukup memadai?

9. Pelaksanaan atau implementasi

Siapa yang menjalankan dan bagaimana mereka memelihara dukungan yang didapatkan?

10. Evaluasi
Siapa yang menilai prestasi-prestasi terssebut dan apa metode penilaiannya?

11. Penyesuaian/terminasi

Bagaimana penyesuaian-penyesuaian tersebut terjadi?

Islamy (1997:78-119) mengemukakan ada 6 (enam) langkah dalam proses perumusan kebijaksanaan negara, yaitu:

1. Perumusan masalah kebijaksanaan negara

2. Penyusunan agenda pemerintah

3. Perumusan usulan kebujaksanaan negara

4. Pengesahan kebijaksanaan negara

5. Pelaksanaan kebijaksanaan negara

6. Penilaian kebijaksanaan negara

Sebagai sebuah proses dari pembuatan kebijakan secara keseluruhan, rumusan kebijakan bagaimanapun juga memiliki posisi yang strategis dalam menentukan arah kebijakan, dan mutu/kualitas kebijakan sangan ditentukan pula dalam proses perumusan kebijakan. 

2.2.4
Pelaksanaan Kebijakan pemerintah  

Pelaksanaan kebijakan merupakan tindak lanjut dari proses kebijakan yang sangat penting, Chiefj.O. Udoji  (dalam Wahab, 1997:59), dengantegas mengatakan bahwa:
The exsecution of policyes is as importan if not more importan than policy making. Policies will remain dreams or blue pints file jackets unles they are implemented (pelaksanaaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapih dalam arsip kalua tidak diimplementasikan).
Sejalan dengan pendapat tersebut, Van Meter dan Van Horn seperti dikutip Wahab (1997:65), merumuskan proses implementasi ini sebagai:

“Those Action by public or pripate indipiduals (or groups) that are dicrected at the achievement of  objectives set forth in prior policy decisions. (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelomok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).”
Pembahasan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah menekankan kepada artu penting dari pelaksanaan pada suatu kebijakan yang disasarkan kepada beberapa pendapat tentang definisi dari pelaksanaan kebijakan sebagai suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jones (1996:165) mendefinisikan pelaksanaan kebijakan sebagai: “sebuah proses dalam mendapatkan sumberdaya tambahan sehingga dapat mengukur apa-apa yang telah dikerjakan”. 
Lebih lanjut mengutip pendapat Pressman dan Wildavsky (dalam Jones, 1996:165): sebagai berikut:
“Penerapan mungkin dapat dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya...      Pelaksanaan atau penerapan program dengan demikian telah menjadi suatu jaringan yang tak tampak...                                                               

Penerapan adalah kemempuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.”
Para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 1997:64) merumuskan proses pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai: “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh indifidu-indifidu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Kemudian Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabtier (dalam Wahab , 1997:65) menjelaskan makna dari pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut:
“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan   berlaku atau dirumuuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejasian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakut baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”
Wahab (1997:64) memberikan kesimpulan tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut:

“Proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang berjanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, sosial...”
2.2.5 Unsur-unsur Implementasi Kebijakan
Menurut Tachjan (2006:26) dikemukakan bahwa: “unsur-unsur implementasai kebijakan yang mutlak harus ada ialah: “(1) Unsur pelaksana (implementor), (2) adanya program yang akan dilaksanakan, (3) target groups”. Lebih lanjut dapat peneliti jelaskan mengenai unsur-unsur implementasi kenijakn sebagai berikut:

(1) Unsur pelaksana (Implementor)

Unit-unit administratif atau unit-unit birokratif ini berfungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif yang bertalian dengan proses kebijakan public dilakukan. Dalam implementasi kebijakan ia memilik diskresi mengenai instrument apa yang palin tepat dihunkan. Berdasarkan otoritas dan kapasitas adminstratis yang dimilikinya ia melakukan berbagai tindakan, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi kebijakan dan strategi operasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional , pengawasan dan penilaian.
(2) Adanya program yang akan dilaksanakan
Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani.
(3) Target Group
Target group (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi prilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikna diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan kebijakan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas, dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang penggunaan lahan parkir diharuskan terdapat unsur-unsur implementasi sebagai pedoman dalam penganalisisan data. Dalam unsur-unsur implementasi diatas dijelaskan bahwa dalam implementasi harus terdapat tiga unsur implementasi kebijakan sebagai instrument atau pedoman dalam meniliti suatu implementasi yang akan, sedang atau sudah dilaksanakan sebuah lembaga ataupun sebuah pemerintahan.
2.2.6 Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah

2.2.6.1 Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan

Syafiie (1992:13) mengemukakan bahwa secara etimologis, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:
1. Memerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh.

2. Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.

3. Pemerintah berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut pendapat Suryaningrat (1989:-10) bahwa: “pemerintah atau pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan”. Didalam kata tersebut tersimpul berbagai unsur yang menjadi ciri khas dari kata perintah, yaitu:

1. Adanya “keharusan” menunjukan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.

2. Adanya dua pihak yaitu yang memberi dan yang menerima perintah.

3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah.

4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.
Mengenai arti pemerintahan, Pamudji (1985:23) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah, sehingga mempunyai arti sebagai berikut:

a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
b. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (derah negara) atau badan yang tertinggi memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).

c. Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah

Suradinata (1998:6) mengemukakan:

Pengertian pemerintahan dapat dibedakan dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit, pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan legislatif,eksekutif dan  yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara. Sedangkan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-baddan publik yang hanya meliputu kekuasaan eksekutif.

Dari beberapa pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pengertian pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai wewenang dalam menjalankan roda pemerintahana untuk membuat dan menerapkan hokum serta undang-undang di wilyah tertentu yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan da pelaksanaan berbagai keputusan.
2.2.6.2 Pemerintah Daerah
Dalam pasal 1 point b Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengemukakan pengertian Pemerintah Daerah yaitu: “Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Definisi Pemerintahan Daerah menurut pasal 1 point 2 tentang Pemerintah Daerah , menjelaskan bahwa: 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Kesatuan  Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Berdasarkan uraian tersebut Pemerintah Daerah merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Daerah seperti Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2.2.7 Azas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah pasal 1 ayat 7, 8, 9 dikenal adanya beberapa azas Penyelenggaraan di daerah, yaitu: “Azas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.”
Azas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di weilayah tertentu. Sedangkan  Azas Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada derah dan/atau desa dari pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kebupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
2.2.8
Penggunaan Lahan Parkir
Lahan parkir merupakan tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan/atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir.. 
Fasilitas parkir  yang tertera dalam pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 pada  Peraturan Pemerintah Daerah No 16 Tahun 2012 Tentang penyelenggraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan yaitu:
Menurut Pasal 23 menyebutkan bahwa:
(1) Parkir untuk umum diselenggarakan Luar Ruang Milik Jalan dan Dalam Ruang Milik Jalan.

(2) Luar Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. tempat khusus parkir;

b. taman parkir;

c. gedung parkir; dan

d. pelataran parkir.

(3) Dalam Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tepi jalan umum.

(4) Penggunaan Ruang Milik Jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat dilakukan pada jalan kolektor dan/atau lokal dan berdasarkan kelas jalan.

(5) Penyelenggaraan fasilitas parkir pada tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(6) Penyelenggaraan parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan sesuai peruntukannya.
Menurut Pasal 24 menyebutkan bahwa:
(1) Penyelengaraan parkir untuk umum di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan Volume/kapasitas (V/C) Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong;

b. keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;

c. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan, antara lain saluran air;

d. lokasi parkir dan posisi parkir ditetapkan dalam Keputusan Walikota sebagai tempat parkir untuk umum dan dilengkapi dengan Marka Parkir dan rambu-rambu peruntukan parker;

e. memberikan tanda bukti pembayaran yang sah berdasarkan zona parker.

Menurut Pasal 25 menyebutkan bahwa:
Parkir di Luar Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan  manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya; lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat–pusat kegiatan;

b. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan;

c. pengelolaan tempat parkir wajib memiliki Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP);

d. memberikan tanda bukti pembayaran yang sah berdasarkan harga sewa parkir yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota. 
Menurut Pasal 26 menyebutkan bahwa:
(1) Izin Pengelolaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;

(2) Peraturan Walikota sebagaimana pada ayat (1) paling kurang memuat:

a. pemohon;

b. persyaratan permohonan izin;

c. prosedur dan mekanisme permohonan izin;

d. masa berlaku izin;

e. perpanjangan izin;

f. pembinaan,pengawasan dan pengendalian izin;

g. pencabutan izin; dan

h. penutupan tempat parkir.

Pasal 27

(1) Dalam rangka pembangunan dan pengelolaan tempat parkir Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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